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LAMPIRAN 
LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No Subjek Institusi 

1 Regulator 
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 

Kementerian Pertahanan, Mabes TNI 

2 Operator TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kogabwilhan 1 

3 Pengamat/Praktisi 
Pengamat/Praktisi di bidang politik internasional 

Rajaratnam School of International Studies, National University of Singapore, BRIN 

4 Akademisi Dosen Universitas Pertahanan 
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Fungsi Jabatan Nama 

 Kepala Badan Strategi Kementerian Luar Negeri Dr. Siswo Pramono 

Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar 

Negeri 
Abdul Kadir Jailani 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan 

Energi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan 

Investasi 

Basilio Dias Araujo, S.S., M.A.,   

Direktur Strategi Pertahanan, Kementerian 

Pertahanan 

Mayor Jendral TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, MA. 

 
Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut 

Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han)., 

M.Tr.Opsla., 

Panglima Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan 1 

Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., S.Tr. 

Opsla., O
pe

ra
to

r 
R

eg
ul

at
o

r 
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Deputi Kebijakan dan Strategi, Badan Keamanan 

Laut 

Laksamana Muda TNI Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr 

(Han) 

 Senior Fellow Lee Kuan Yew School of Public 

Policy, National University of Singapore 
Evan Laksmana, Ph. D. 

Profesor Riset di Organisasi Riset Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset 

dan Inovasi Nasional (BRIN) 

Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D 

Research Associate, Rajaratnam School of 

International Studies, Nanyang Technological 

University. 

Emirza Adi Syailendra, M.Sc. 

 

Universitas Pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H. 

Ak
ad

em
i

si
 

Pe
ng

am
at
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Pertanyaan Penelitian 
Informan 

Teori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bagaimana asertivitas Cina berpengaruh pada kebijakan 
luar negeri Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo terhadap Laut Cina 
Selatan? 
 

          

 

1) Bagaimana bentuk tindakan asertivitas Cina di Laut Cina 
Selatan? v v v v v v v v v v 

PN 

2) Apa kepentingan nasional Indonesia terhadap konflik Laut 
Cina Selatan? v v v v v v v v v v 

PN 

3) Apakah ada peningkatan asertivitas Cina di Laut Cina 
Selatan dari tahun ke tahun? v v v v v v v v v v 

HI 

4) Dengan perubahan tindakan Cina di Laut Cina Selatan yang 
semakin asertif, masihkan kepentingan nasional Indonesia 
di dalam konflik tersebut masih sama? 

v v v v v v v v v v 
PN 

5) Bagaimana Indonesia menanggapi tindakan tersebut? v v v v v v v v v v HI 

6) Apakah tanggapan Indonesia sudah sesuai mengantisipasi 
asertivitas yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan? v v v v v v v v v v 

HI 
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7) Apakah keterlibatan negara-negara besar berpengaruh 
pada semakin panasnya konflik Laut Cina Selatan? v v v v v v v v v v 

K 

8) Apakah ASEAN sebagai organisasi regional sudah bekerja 
secara efektif untuk meredakan ketegangan di Laut Cina 
Selatan? 

          
K 

9) Apakah tanggapan Indonesia akan berhasil mengeliminasi 
asertivitas yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan? v v v v v v v v v v 

KM 

10) Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam meredam 
konflik Laut Cina Selatan v v v v v v v v v v 

D 

11) Apakah Indonesia sudah berhasil mengamankan Laut 
Natuna Utara dari asertivitas Cina? v v v v v v v v v v 

KM 

12) Upaya apa yang seharusnya diambil oleh Indonesia untuk 
mengamankan Laut Natuna Utara? v v v v v v v v v v 

KM 

13) Bagaimana tindakan Indonesia agar kawasan Asia 
Tenggara tetap kondusif dan aman dari tindakan asertif 
Cina? 

v v v v v v v v v v 
K 

14) Bila respon Indonesia terkait tindakan Cina di Laut Cina 
Selatan dirasa kurang efektif, kebijakan apa yang perlu 
diambil oleh Indonesia? 

v v v v v v v v v v 
HI 

            

Bagaimana politik birokrasi berpengaruh pada kebijakan 
luar negeri Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang           
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Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo terhadap Laut Cina 
Selatan? 
 
1) Bagaimana proses perumusan kebijakan luar negeri 

Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan?       v v v v KP 

2) Bagaimana bentuk partisipasi para birokrat dalam 
perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam 
menghadapi konflik Laut Cina Selatan? 

v v v v v v v v v v 
KP 

3) Adakah kebijakan terkait konflik Laut Cina Selatan yang 
dibuat bersama-sama oleh institusi terkait namun dalam 
implementasinya mengalami perbedaan? 

v v v v v v v v v v 
KP 

4) Dalam keberjalanannya, adakah institusi di Indonesia yang 
belum memberikan kebijakan yang tepat dalam merespon 
konflik Laut Cina Selatan? 

v v v v v v v v v v 
PK 
LN 

5) Bagaimana bentuk kebijakan dari [nama institusi] 
menanggapi konflik Laut Cina Selatan? v v v v v v     PN 

6) Apa tujuan dari kebijakan dari [nama institusi] dalam 
menanggapi konflik Laut Cina Selatan? v v v v v v     KP 

7) Bagaimana kebijakan yang seharusnya diambil oleh 
Indonesia dalam merespon konflik Laut Cina Selatan? v v v v v v v v v v KP 

8) Apakah Indonesia sudah memiliki guideline dan sistem yang 
jelas bagi institusi terkait untuk merespon konflik Laut Cina 
Selatan? 

v v v v v v v v v v 
KP 

9) Sudahkah [nama institusi] melakukan komunikasi dengan 
institusi lain dalam merespon konflik Laut Cina Selatan? v v v v v v v v  v KP 
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10) Dalam merespon penamaan ulang Laut Natuna Utara, para 
pejabat Indonesia dinilai belum satu suara. Apa 
rekomendasi [nama institusi]? 

      v v v v 
KP 

11) Faktor apa yang membuat para birokrat dan institusi 
memiliki sikap yang berbeda-beda?       v v v v KP 

12) Apakah pemerintah Indonesia melibatkan survei publik 
untuk merumuskan kebijakan luar negeri, terutama dalam 
merespon konflik Laut Cina Selatan? 

v v v v v v v v v v 
KP 

13) Sudah adakah sistem pengambilan kebijakan luar negeri 
Indonesia yang melibatkan berbagai institusi terkait di 
pemerintahan? 

v v v v v v v v v v 
KP 
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LAMPIRAN II SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
Wawamcara dengan Letkol Angga Reza, S.H., M.Si., Bakamla, 24 

Januari 2024 

 

 
Wawancara dengan Emirza Adi Syailendra, 2 November 2021 
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Wawancara dengan Laksda (Purn). Dr. Surya Wiranto, 2 

November 2021 

 

 
Wawancara dengan Sora Lokita, S.H., M.IL., Kemenkomarves, 23 

Desember 2021 
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Wawancara dengan Kolonel Samsul Bahri, Kemhan, 15 Desember 

2021 

 

 
Wawancara dengan Muhammad Takdir, Kemlu, 26 November 

2021 
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Wawancara dengan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., 13 

Desember, 2021 

 
 
 
 

 


